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Soal Penyerahan
Aset oleh
Pemprov ke Sigi

SIGI- Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Sigi didesak
segera membuat permohonan
tertulis kepada Pemprov
Sulteng, sehubungan dengan
rencana pemerintah provinsi
yang berniat menyerahkan
asetnya kepada Pemkab Sigi.
Aset milik provinsi yang
terdapat di Sigi diinventarisir
dulu, setelah itu baru dibuat
permohonan administrasinya,
lalu diajukan ke provinsi.

“Niat baik Pemprov harus
kita hargai. Aset milik mereka
yang terdapat di Sigi akan
diserahkan. Tapi mesti ada dulu
permohonan tertulis sebagai
syaratnya dan demi memenuhi
mekanisme birokrasi. Kami di
DPRD  Sigi berharap
diperhatikan oleh Pemkab
Sigi,kata Wakil Ketua DPRD
Sigi, Paulina, SE, MSi kepada
koran ini kemarin (23/7).

Termasuk yang akan
diserahkan yakni gedung BPP
di  Sidera yang saat
dipinjamkan kepada DPRD
Sigi untuk dijadikan kantor.
Menurut Paulina, niat baik
Gubernur Sulteng, Longki
Djanggola harus mendapat
apresiasi yang tinggi dari
pemerintah daerah maupun
masyarakat.

“Penyerahan aset biasanya
menjadi masalah pelik. Ini kita
ditawarkan dan diberi lampu
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TERIMA LKPD 2010: Bupati Sigi Aswadin Randalembah (tengah) bersama kepala BPK RI, saat menandatangani
berita acara penyerahan LKPD Sigi tahun 2010 dari BPK RI. Tampak Wakil Ketua DPRD Sigi, Paulin, ikut

menyaksikan penandatanganan.

hijau oleh gubemur. Jadi, jangan
kita anggap sepeleh dan segera
dipikirkan proses penyerahannya
secepatnya,”’kata ketua Partai
Gerindra Sigi ini.

Apalagi DPRD Sulteng
sendiri juga bakal
mempermudah proses
penyerahan aset. Gubernur
Longki sendiri telah mengakui
bahwa DPRD Sulteng akan
sepaham dengan Pemprov
sehubungan dengan rencana
penyerahan aset. “DPRD
Sulteng pastinya akan
mendukung penyerahan aset
Pemprov yang terdapat di Sigi.
Saya yakin itu,”kata politisi
satu ini.

Apakah akan ada
kompensasi dari Sigi kepada
Pemprov nantinya, penting
untuk diketahui bersama.
Qlehnya itu, solusi tepat segera
dibuat secepat mungkin
permohonan administrasinya
Sehingga  ketika  ada
kompensasi dapat dibicarakan
dengan dewan. “Segela
kemungkinan yang terjadi,
dapat kita pertimbangkan
setelah ada permohonan kita ke
Pemprov. Kami di dewan akan
mengawal bagian aset di
DPPKAD Sigi sehubungan
dengan rencana penyerahan
asset. Saya berharap dinas itu
peka dengan hal ini, kata

Paulina.

Masalah aset kata dia, juga
menjadi bagian penting dari
pemeriksaan Laporan
Kcuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) oleh BPK RI
perwakilan Sulteng. Karena
kalau bermasalah dapat
memengaruhi hasil
pemeriksaan. Untungnya pada
hasil pemeriksaan LKPD tahun
2010, Sigi mendapat predikat
Wajar Dengan Pengecualian
(WDP). “Kalau
memungkinkan, penyerahan
asset dari Donggala ke Sigi
juga kita pikirkan, selain
penyerahan aset dari Pemprov
ke Sigi, tandasnya. (fri)




                    






